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ABSTRACT 

 

Child sexual exploitation is a serious crime that has profound impacts on victims. 

However, when a child becomes the perpetrator of such a crime, as seen in the 

Yogyakarta District Court case Number 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk, legal 

complexities arise, challenging common perceptions of a child's role in crime and 

criminal responsibility. This study analyzes the application of Indonesian positive 

law regarding the criminal responsibility of a child in the case of sexual 

exploitation in the Yogyakarta District Court case Number 21/Pid.Sus- 

Anak/2023/PN.Yyk. Using a normative juridical method and case study approach, 

this research examines how child protection principles are applied within the 

criminal justice system. The findings indicate that applying criminal responsibility 

to a child as a perpetrator requires a balance between law enforcement and the 

protection of children's rights. The judge in this case considered the social and 

psychological factors of the child, focusing on rehabilitation and reintegration. The 

conclusion emphasizes that the ruling must ensure the principle of proportionality 

between the punishment given to the child and the impact of the punishment, both 

for society and for the child victim, to achieve balanced and effective justice. 

 

Keywords: Child Sexual Exploitation, Criminal Responsibility of Children, 

Juvenile Criminal Justice System 
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ABSTRAK 

 

Eksploitasi seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang menimbulkan 

dampak mendalam bagi korban. Namun, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana 

tersebut, seperti dalam kasus Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus- 

Anak/2023/PN.Yyk, kompleksitas hukum muncul, menantang pemahaman umum 

tentang peran anak dalam kejahatan dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini 

menganalisis konsep penerapan hukum positif Indonesia terkait 

pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus eksploitasi seksual Pengadilan 

Negeri Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk. Dengan menggunakan 

metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, studi ini mengkaji bagaimana 

prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap 

anak sebagai pelaku membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum dan 

perlindungan hak-hak anak. Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan faktor 

sosial dan psikologis anak, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi. 

Kesimpulannya, putusan harus memastikan adanya asas proporsionalitas antara 

hukuman yang diberikan kepada anak dengan dampak hukuman tersebut, baik bagi 

masyarakat maupun bagi anak korban, untuk mencapai keadilan yang seimbang dan 

efektif. 

 

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Sistem 

Peradilan Pidana Anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Melindungi dan menciptakan kesejahteraan umum merupakan tugas 

penting yang ditanggung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena 

itu, dengan adanya tugas - tugas tersebut, negara dituntut untuk memfasilitasi 

hak privasi setiap warga negaranya. Sebagai negara yang mengutamakan 

jaminan kesehatan universal, maka negara menciptakan beberapa tujuan 

untuk mencapai tujuan tersebut, yang didasarkan pada fungsi pemerintah, 

yaitu mengambil langkah - langkah proaktif untuk memperbaiki setiap aspek 

kehidupan masyarakat, yang terpenting adalah sistem hukum.1 

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di depan 

hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyatakan 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan 

tidak ada kecualinya” 

Ketika setiap warga negara diperlakukan sama di mata hukum dan 

pemerintah, siapa pun yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan 

menerima hukuman atas perbuatannya. Hukum tidak memandang status 

seseorang apakah ia seorang pejabat, warga sipil, atau anggota militer. 

 

 
 

1 Hendrawati Hamid, “Manajemen Pemberdayaan Masyarakat” (De la macca, 2018). Hal.44. 
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Jika mereka melanggar hukum, mereka akan dijatuhi hukuman yang setimpal. 

Namun, terdapat pembaruan khusus dalam sistem hukum yang diterapkan 

untuk anak-anak. Ada pendekatan khusus yang dirancang dengan tujuan 

utama untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak.2 

Di Indonesia, hukum mendefinisikan anak sebagai individu yang belum 

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada 

dalam kandungan. Definisi ini secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa anak 

adalah kelompok rentan yang perlu dilindungi serta dipenuhi haknya-haknya.3 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari 

segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.4 Meski dikategorikan sebagai 

kelompok rentan pada kenyataanya tidak jarang ditemukan bahwa ada anak 

yang menjadi pelaku tindak pidana atau anak berhadapan dengan hukum. 

Masalah anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban 

maupun sebagai pelaku tindak pidana, saat ini menjadi tantangan hukum yang 

 
 

2 Devi Mardiana and Oci Senjaya, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku 

Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak,” Jurnal Kertha Semaya 

9, no. 2 (2021): Hal.2. 
3 KPAI, Anak Adalah Kelompok Rentan : Negara Wajib Memberikan Perlindungan Dalam Kondisi 

Apapun, 31 Agustus 2022 
4Anhusadar Rusni, “Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” 2016, Hal.52. 
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dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk pemerintah Indonesia.5 

Untuk mengatasi situasi ini, disahkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan memastikan 

bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses sesuai dengan 

hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang ini, khususnya pada Pasal 1 Ayat 

3, disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut 

sebagai anak, adalah individu yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun 

belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak 

pidana. 

Kejahatan seksual menjadi salah satu bentuk kejahatan yang semakin 

marak terjadi di tengah masyarakat saat ini.6 Dalam Pasal 66 Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi 

secara Ekonomi merupakan suatu: 

“Tindakan tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi 

tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 

pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan 

hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan 

tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain 

untuk mendapatkan keuntungan materil.” 

Kemudian juga dijelaskan 

“yang dimaksud dengan dieksploitasi secara seksual adalah segala 

bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari 

anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.” 
 

 
 

5 Louis Casiano, “Crimes Committed by Kids on The Rise as Expert Warns Harsher Consequences 

Needed: ‘The Penalties Aren’t Scary,’” Foxnews, 2022. 
6 Muhammad Iqbal, “Guru Ngaji Diduga Lecehkan 10 Murid Di Gunungkidul,” Detik Jogja, 2024, 

https://www.detik.com/jogja/berita/d-7451340/guru-ngaji-diduga-lecehkan-10-murid-di- 

gunungkidul. 

http://www.detik.com/jogja/berita/d-7451340/guru-ngaji-diduga-lecehkan-10-murid-di-
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Dalam Undang-Undang tersebut juga telah mengatur dengan jelas 

bahwa setiap orang yang melanggar dapat dipidana dengan ancaman pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun kemudian paling lama 15 (lima belas) 

tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

PERPRES Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 1 menyatakan bahwa: 

 

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun 

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi.” 

Pada dasarnya masyarakat umum dalam tindak pidana eksploitasi 

seksual akan menempatkan anak serta wanita sebagai calon korban atau 

kelompok rentan yang perlu dilindungi dan dicegah untuk terlibat dalam 

tindak pidana ini. Namun dengan ditemukannya salah satu kasus di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta, ini sedikit merubah pandangan tersebut di 

mana yang menjadi pelaku dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual kali ini 

adalah seorang anak yang baru berusia 15 (lima belas) tahun. Di mana pelaku 

terbukti secara bersalah melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi dan seksual 

terhadap anak korban. 

Fakta yang tidak sesuai dengan pemikiran umum masyarakat tersebut 

membuat kasus ini menjadi menarik untuk diteliti demi mengetahui sejauh 

mana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan serta apa yang menjadi 



5 
 

 

 

pertimbangan hakim dalam kasus tersebut berdasarkan putusan Nomor.21/Pid 

Sus-Anak/2023/PN Yyk.7 

Dalam konteks penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, 

terutama dalam kasus eksploitasi seksual, penting untuk menyoroti tantangan- 

tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan. Penerapan pidana terhadap 

anak pelaku tindak pidana memerlukan pendekatan yang sensitif dan 

seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menegaskan 

bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana harus melalui proses hukum 

yang memperhatikan usia, perkembangan psikologis, serta potensi rehabilitasi 

mereka. 

Namun, kasus-kasus seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri 

Yogyakarta menunjukkan kompleksitas penerapan hukum dalam praktik. 

Anak pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus eksploitasi seksual, sering 

kali menghadapi situasi yang melibatkan faktor-faktor eksternal seperti 

lingkungan sosial yang tidak mendukung dan kurangnya akses terhadap 

pendidikan serta perlindungan.8 Kasus tersebut menantang pandangan 

konvensional tentang siapa yang umumnya menjadi korban atau pelaku dalam 

kejahatan seksual, dan menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang 

komprehensif dalam penegakan hukum. 

 

 

 
 

7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
8 Rahmah Daniah and Fajar Apriani, “Kebijakan Nasional Anti-Trafficking Dalam Migrasi 

Internasional,” Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan 

Internasional 8, no. 2 (2018), https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140. Hal.3. 
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Penting untuk menganalisis bagaimana keputusan hakim dalam kasus 

Nomor 21/Pid Sus-Anak/2023/PN Yyk mencerminkan prinsip keadilan 

restoratif yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam 

masyarakat. Penelitian ini dapat mengevaluasi pertimbangan-pertimbangan 

yang diambil oleh hakim, seperti latar belakang sosial anak, pengaruh 

lingkungan sekitar, serta potensi rehabilitasi. Dengan memahami 

pertimbangan tersebut, kita dapat menilai efektivitas sistem peradilan pidana 

anak dalam menangani kasus-kasus kompleks seperti eksploitasi seksual dan 

memastikan bahwa hak anak tetap terjaga di tengah penegakan hukum. Selain 

itu, pembahasan mengenai efek jangka panjang dari penerapan pidana pada 

anak pelaku tindak pidana perlu diperhatikan. Penelitian ini harus 

memperhitungkan bagaimana hukuman atau tindakan rehabilitatif 

mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak, serta kontribusinya 

terhadap pencegahan kekambuhan di masa depan. Evaluasi terhadap program 

rehabilitasi yang ada dan kebutuhan untuk pengembangan program yang lebih 

efektif juga merupakan aspek penting dalam penegakan hukum yang adil dan 

berkelanjutan. 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis 

mengidentifikasikan beberapa masalah yakni sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk hukum Positif 

Indonesia? 
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2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan 

Pertanggungjawaban Pidana anak pelaku tindak pidana eksploitasi 

seksual terhadap anak berdasarkan putusan hakim No.21/Pid.Sus- 

Anak/2023/PN.Yyk? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara 

mendalam konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam konteks tindak 

pidana eksploitasi seksual terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguraikan bagaimana hukum Indonesia memandang dan 

menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat 

dalam kejahatan eksploitasi seksual. Secara khusus, penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menelaah Konsep Hukum 

 

Menyelidiki dan menjelaskan konsep hukum mengenai 

pertanggungjawaban pidana anak, termasuk prinsip-prinsip dasar dan 

teori-teori yang mendasari penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak 

pidana. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana undang-undang Indonesia, 

seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, membentuk dasar hukum untuk pengaturan dan penegakan hukum 

terhadap anak. 



8 
 

 

 

2. Menganalisis Implementasi Pidana 

 

Menilai sejauh mana penerapan pertanggungjawaban pidana dapat 

diterapkan dalam kasus anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual, 

dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam 

praktik peradilan. Penelitian ini akan membahas bagaimana berbagai 

bentuk pidana, seperti hukuman dan rehabilitasi, diimplementasikan dalam 

sistem peradilan pidana anak dan dampaknya terhadap anak pelaku. 

3. Studi Kasus Putusan Hakim 

 

Penelitian ini akan menganalisis studi kasus putusan hakim terkait 

tindak pidana eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan 

pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus nyata dan menilai 

pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan, serta sejauh mana 

keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. 

4. Evaluasi dan Rekomendasi 

 

Mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil temuan dari studi kasus serta 

implikasi dari penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku 

tindak pidana eksploitasi seksual. Penelitian ini akan memberikan 

rekomendasi mengenai perbaikan kebijakan, praktik peradilan, dan 

program rehabilitasi untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan 

pidana anak di Indonesia. 

Dengan tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  pemahaman  dan 
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pengembangan sistem peradilan pidana anak, serta mendukung upaya 

perlindungan dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual 

di Indonesia. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mampu memberikan 

manfaat baik itu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan Pustaka dan 

menjadi sumber ilmu pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana 

anak berhadapan dengan hukum khususnya dalam tindak pidana 

eksploitasi seksual terhadap anak serta sejauh mana pengaturan 

pertanggungjawaban pidana di Indonesia. 

2. Kegunaan Praktis 

 

Penelitian ini menjadi salah satu cara penulis untuk dapat 

menyalurkan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak 

yang berhadapan dengan hukum. Penulis juga berharap dengan adanya 

penelitian ini masyarakat secara luas dapat membaca dan mengerti 

mengenai peraturan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku 

tindak pidana serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat 

peraturan perundang-undangan dalam hal penegakan hukum bagi anak 

sebagai pelaku tindak pidana. 
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E. Kerangka Pemikiran 

 

Dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, hukum 

pidana menerapkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku 

dewasa. Perbedaan ini muncul karena adanya pertimbangan khusus terhadap 

kondisi psikologis dan emosional anak, serta perlindungan hak-hak anak yang 

diatur dalam berbagai instrumen hukum. 

Di Indonesia, anak yang terlibat tindak pidana, termasuk eksploitasi 

seksual, dianggap membutuhkan perlindungan khusus. Undang-Undang 

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berikutnya disebut UU SPPA mengatur 

bahwa anak di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipidana, sedangkan 

anak berusia 12-18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana dengan pendekatan 

rehabilitatif yang fokus pada kepentingan terbaik anak. Pendekatan ini 

mencakup diversi dan keadilan restoratif untuk menghindari dampak buruk 

dari sistem pidana konvensional. 

Pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang-Undang UU 

SPPA Nomor 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Eksploitasi seksual anak, yang melibatkan pemanfaatan anak untuk 

keuntungan, merupakan tindak pidana serius. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam 

menangani kasus anak pelaku eksploitasi seksual di Yogyakarta. Penelitian 

ini menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana untuk melihat apakah 

konsep tersebut dapat diterapkan pada anak berdasarkan unsur-unsurnya. 

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan konsep pemidanaan anak dalam 
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Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk membina dan melindungi 

anak serta masyarakat. 

Penelitian ini bersifat normatif dan akan mengkaji 

“Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Eksploitasi Seksual 

Terhadap Anak Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” 

F. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mengumpulkan keseluruhan data yang dibutuhkan untuk mencapai hasil 

dalam suatu penelitian. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode penelitian Metode penelitian yuridis normatif adalah metode 

penelitian yang berfokus pada studi dokumen hukum untuk menganalisis dan 

memahami norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Penelitian 

ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena bertujuan 

untuk mengkaji konsep-konsep hukum, teori hukum, asas hukum, serta 

peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini penulis 

fokus untuk memperhatikan mengenai peraturan yang berlaku terkait 

pertanggungjawaban pidana anak dan dilihat implementasinya dalam putusan 

hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Yyk. Dalam pembahasan lebih 

lanjut mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

penelitian maka metode tersebut dapat diuraikan dengan jelas sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian 

 

Berdasarkan pengungkapan masalah yang telah diuraikan, penulis 

akan fokus pada penelitian yuridis mengenai peraturan hukum yang 
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mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak, khususnya dalam 

kasus Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak. 

2. Metode Pendekatan 

 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, 

pendekatan peraturan-undangan (statute Approach) yang akan menelaah 

undang-undang dan peraturan terkait untuk memahami 

pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus eksploitasi seksual. Dalam 

penelitian ini fokus pendekatan perundang-undangan yang digunakan 

adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Kedua, pendekatan kasus (Case Approach) dalam penelitian ini akan 

difokuskan pada kasus eksploitasi seksual yang terjadi di Yogyakarta, yang 

telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 

21/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Yyk. Kasus ini akan menjadi topik utama 

pembahasan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menganalisis 

bagaimana hukum pidana anak diterapkan dalam konteks kejahatan 

seksual serta bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak 

diimplementasikan oleh hakim dalam putusan tersebut. Analisis terhadap 

putusan ini akan memberikan gambaran yang mendalam mengenai 

tantangan dan implikasi hukum dalam penanganan kasus eksploitasi 

seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban, serta 



13 
 

 

 

mengevaluasi konsistensi putusan dengan kerangka hukum positif yang 

berlaku di Indonesia. 

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) adalah metode yang 

berfokus pada pemahaman dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum. 

Dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin hukum, peneliti 

dapat menemukan ide-ide yang membentuk pengertian, konsep, dan asas 

hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan ini 

digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi gagasan hukum terkait 

pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana 

eksploitasi seksual, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum 

menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki kapasitas berbeda dalam 

konteks pidana, serta bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak 

diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut. 

Melalui pendekatan ini, peneliti juga dapat menilai kesesuaian antara 

konsep hukum yang ada dengan penerapannya dalam praktik peradilan, 

khususnya dalam kasus eksploitasi seksual yang melibatkan anak sebagai 

pelaku. 

3. Tahap Penelitian 

 

a. Tahap Persiapan 

 

Dalam tahap ini penulis memperhatikan isu hukum yang akan 

dijadikan objek penelitian ini. Serta merancang secara garis besar alur 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. 
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b. Tahan Penelitian 

 

Dalam tahap ini penulis akan melakukan aktivitas penelitian seperti 

studi kepustakaan mengenai peraturan yang berlaku dan yang 

bersangkutan dengan Pertanggungjawaban Pidana anak sebagai pelaku 

tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merujuk pada proses 

sistematis yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan 

dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Dalam pendekatan yuridis 

normatif, pengumpulan data dilakukan dengan metode literatur yang 

melibatkan penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber hukum dan 

literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup 

studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, analisis 

jurnal akademik yang relevan, serta telaah terhadap sumber-sumber 

elektronik seperti website dan publikasi ilmiah yang membahas 

pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana eksploitasi 

seksual. Dengan demikian, teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data 

yang komprehensif dan terperinci, yang mendukung analisis hukum dan 

penarikan kesimpulan dalam penelitian ini. 

5. Alat Pengumpul Data 

 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, data yang diperlukan untuk 

penelitian ini dikumpulkan melalui literatur kepustakaan. Alat pengumpul 

data yang digunakan mencakup berbagai sumber, antara lain buku cetak 
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yang menyediakan referensi terkait topik penelitian, serta alat elektronik 

seperti e-book dan karya tulis ilmiah yang tersedia secara online. 

Penggunaan sumber-sumber ini memungkinkan penulis untuk 

memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai 

pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana eksploitasi 

seksual. 

6. Analisis Data 

 

Menganalisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis 

normatif untuk memastikan bahwa tidak ada peraturan perundang- 

undangan yang saling bertentangan serta memperhatikan hukum sesuai 

dengan permasalahan yang dijadikan objek dalam penelitian ini kemudian 

melihat implementasi dari peraturan perundangan-undangan tersebut 

dalam suatu putusan hakim sebagai acuan. 

7. Lokasi Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kasus, dengan fokus pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Yogyakarta. Meskipun penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan, penulis tidak melakukan penelitian lapangan di lokasi 

khusus. Sebagai gantinya, kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan 

dengan mengakses berbagai sumber di Perpustakaan Daerah Kota 

Sukabumi dan juga melalui penelitian online. 

Dengan menggunakan metode ini, penulis mengumpulkan informasi 

dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, 
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dan dokumen hukum, untuk menganalisis kasus yang dipilih. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan pidana pada 

anak pelaku tindak pidana serta pertimbangan hukum yang diambil dalam 

keputusan pengadilan. 

8. Jadwal Penelitian 

 

Kegiatan 

Bulan ke 

I 𝐈𝐈 𝐈𝐈𝐈 𝐈𝐕 

Usulan Topik penelitian 

dan penyusunan 

penelitian 

    

Seminar Usulan 

Penelitian 

    

Pengumpulan data     

Analisis dan Penulisan 

Skripsi 

    

Perbaikan     

Sidang Akhir     

G. Sistematika Penulisan dan Outline 

 

Penelitian ini kedepannya akan diuraikan secara sistematis dengan 

penjelasan yang akan menjelaskan keseluruhan skripsi yang kemudian 

disusun menjadi 5 (lima) bab. 5 (lima) bab tersebut akan dibagi sebagai 

berikut dengan penjelasanya: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai uraian latar belakang 

permasalahan sehingga penulis meneliti mengenai pertanggungjawaban 

pidana anak pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. Bab ini 
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akan menguraikan perihal masalah-masalah yang menjadi topik utama dalam 

penelitian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai tujuan dari diadakannya 

penelitian, manfaat dari penelitian, sistematika penelitian serta metode 

penelitian yang digunakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini penulis akan memberikan dan menuangkan konteks teoritis 

mengenai pertanggungjawaban pidana, membuat rangkuman literatur yang 

relevan dengan topik penelitian lainya yang sedang dilakukan. Serta 

menguraikan teori-teori dan kajian pustaka mengenai pertanggungjawaban 

pidana secara global dalam hukum Indonesia. 

BAB III DATA PENELITIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

ANAK PELAKU TINDAK PIDANA 

Dalam bab ini akan berisi mengenai data yang diperoleh mengenai 

pertanggungjawaban pidana pada kasus yang dilakukan anak yang akan 

dijabarkan ke dalam sub bab konsep pertanggungjawaban pidana dalam 

putusan hakim. Pembahasan akan berfokus pada perbuatan anak yang 

dilarang dalam hukum yakni tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan membahas dan juga menganalisis hasil dari 

keseluruhan rangkaian penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya. Serta dalam bab ini diharapkan dapat menjawab keseluruhan 

permasalahan yang telah dirumuskan dengan baik. 
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BAB V KESIMPULAN 

 

Dalam bab ini akan berisi penutup berupa kesimpulan dan saran yang 

didapatkan berdasarkan hasil dari permasalahan yang telah diuraikan dalam 

keseluruhan bab sebelumnya. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting. Kesimpulan 

tersebut mencakup temuan utama serta implikasi dari pembahasan yang telah 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Penerapan pertanggungjawaban pidana anak dilakukan berdasarkan 

prinsip dualistik, yang menggabungkan penegakan hukum dengan 

rehabilitasi demi kepentingan terbaik anak. Hal ini didukung dengan 

hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa anak yang berusia 16 tahun 

dianggap memenuhi syarat tertuang dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang 

menyatakan bahwa anak pada usia tersebut dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana. Selain itu, dalam usia tersebut anak dianggap 

memiliki kapasitas mental yang cukup untuk memahami tindakan dan 

konsekuensi perbuatannya, sesuai dengan asas kesalahan (nulla poena sine 

culpa), yang menekankan bahwa pidana hanya bisa dijatuhkan jika terdapat 

niat jahat atau kelalaian. Pembuktian yang kuat melalui saksi dan barang 

bukti mendukung dakwaan tanpa adanya keraguan yang signifikan, 

sehingga asas in dubio pro reo tidak berlaku. Lebih lanjut, tidak ditemukan 

alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan 

pertanggungjawaban pidana anak, sehingga hukuman yang dijatuhkan 
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sesuai dengan asas proporsionalitas. Putusan ini tidak hanya fokus pada 

hukuman atas perbuatan anak, tetapi juga mempertimbangkan rehabilitasi 

dan kesejahteraan anak. Ini terlihat dari penghindaran pidana penjara, 

penekanan pada pelatihan, serta perhatian terhadap situasi dan potensi 

anak. Meskipun ada pertimbangan terhadap dampak perbuatan terhadap 

masyarakat, kesejahteraan dan masa depan anak tetap menjadi prioritas. 

Faktor-faktor ini mencerminkan penerapan prinsip dualistik, yang 

memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum dan rehabilitasi. 

2. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan non- 

yuridis dalam memutuskan kasus anak tersebut. Pertimbangan yuridis 

meliputi pembuktian apakah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, 

serta apakah ada alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan 

atau mengurangi tanggung jawab pidana anak. Di sisi lain, pertimbangan 

non-yuridis mencakup kondisi dan situasi anak, seperti permohonan 

pembelaan dari anak atau keluarganya, lama penangkapan dan penitipan, 

tujuan dari sanksi pidana yang dijatuhkan, serta rekomendasi dari Balai 

Pemasyarakatan mengenai jenis dan lama hukuman yang tepat. Dalam 

menjatuhkan putusan, hakim menerapkan beberapa asas hukum penting, 

seperti asas kemanusiaan, keadilan, non-retributif dalam hukum pidana 

anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Asas-asas ini menjadi dasar bagi 

hakim untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum, 

perlindungan hak anak, dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga 
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keputusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum tetapi juga 

bermanfaat bagi perkembangan dan masa depan anak. 

B. Saran 

 

Berdasarkan pokok perkara yang dianalisis dalam penelitian ini, muncul 

beberapa saran yang dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan 

masyarakat umum dalam upaya perbaikan dan perubahan. Saran-saran ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penanganan kasus 

serupa di masa mendatang. 

1. Meskipun Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 21/Pid.Sus- 

Anak/2023/PN Yyk telah berusaha menerapkan prinsip dualistik dengan 

baik, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. 

Perlindungan terhadap anak pelaku sudah dipertimbangkan dengan baik, 

namun keputusan tersebut belum sepenuhnya mencakup aspek pemulihan 

kerugian bagi korban. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara 

kepentingan anak pelaku dan masyarakat, terutama korban kejahatan, 

yang memerlukan perhatian lebih. Untuk mengatasi ketidakseimbangan 

ini, penting untuk mengintegrasikan program restitusi atau ganti rugi bagi 

korban dalam sistem pidana anak. Dengan cara ini, sistem peradilan tidak 

hanya melindungi hak-hak anak pelaku, tetapi juga memastikan bahwa 

korban mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak. 

2. Meskipun hakim dalam putusan ini telah mempertimbangkan faktor- 

faktor yuridis dan non-yuridis, termasuk kondisi anak serta asas hukum 

yang relevan, diperlukan evaluasi  yang lebih  mendalam terhadap 
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penerapan asas non-retributif dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim 

seharusnya memberikan penekanan yang lebih kuat pada pendekatan 

restoratif, yang tidak hanya memprioritaskan kepentingan anak pelaku, 

tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi korban. Untuk mencapai 

keseimbangan ini, perlu disusun panduan yang lebih jelas bagi hakim 

dalam menyeimbangkan rehabilitasi anak pelaku dengan pemenuhan 

keadilan bagi korban. Selain itu, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) 

sebagai pemberi rekomendasi juga perlu ditingkatkan agar saran-sarannya 

mencakup kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan adanya 

pedoman yang lebih rinci ini, diharapkan hakim dapat menjatuhkan 

putusan yang adil bagi anak, korban, dan masyarakat, sekaligus 

memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 

Maka penting untuk menekankan keseimbangan antara perlindungan 

anak pelaku dan pemulihan korban dalam sistem pidana anak. Untuk 

mewujudkan keadilan yang komprehensif, diperlukan sinergi antara aparat 

penegak hukum dan masyarakat dalam mengintegrasikan program restitusi, 

memperkuat perlindungan korban, serta meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya keadilan restoratif, guna menciptakan sistem pidana anak yang 

lebih holistik dan berkeadilan bagi semua pihak. 
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